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ABSTRAK 

 

Dalam menjalankan urusan negara, Pemerintah Indonesia telah 

menerapkan asas desentralisasi. dari asas tersebut terwujudlah otonomi daerah 

dimana setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintah di daerahnya. Kota Blitar sebagai salah satu daerah yang 

mendapatkan kewenangan tersebut telah membentuk aturan untuk meningkatkan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melaui Peraturan Walikota nomor 

19 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota nomor 6 tahun 

2022 tentang program Rukun Tetangga Keren di Kota Bitar. peraturan tersebut 

dibentuk sebagai upaya pemerintah Kota Blitar dalam mendukung Rencana 

Pemangunan angka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dengan sasaran 

lingkungan Rukun Tetangga (RT) untuk mengoptimalkan peran ketua RT dan 

meningkatkan partispasi masyarakat. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian dengan mengumpulkan data, memaparkan dan menggambarkan 

keadaan di lapangan. Penyusun akan menganalisis Implementasi Peraturan 

Walikota Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren di Kota Blitar. 

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yakni wawancara, 

observasi dan dokumentasi sebagai data primer. Informasi bersumber dari Kepala 

Bagian Tata Pemerintahan Kota Blitar, Tim Pelaksana Program RT Keren, dan 

Masyarakat Kota Blitar. Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, 

penyusun akan menggunakan teori Negara Hukum, Teori Otonomi, dan Teori 

Implementasi kebijakan menurut George Edward III. 

Hasil penelitian dari Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang 

Program RT Keren di Kota Blitar adalah Pelaksanaan Program RT Keren berjalan 

dengan baik dan mampu meningkatkan perekonomian di Kota Blitar. Terdapat 

beberapa faktor penghambat selama pelaksanaan program yang harus segera 

dievaluasi dan faktor pendukung yang membantu pelaksanaan program berjalan 

dengan baik. 

 

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Walikota, Program Rukun Tetangga Keren 
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MOTTO 

 

dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap 

(Q.S. Al-Insyirah: 8) 

 

Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik 

Pelindung. 

(QS. Ali Imran : 173) 

 

 

 

Jangan Takut, ALLAH selalu bersama kita… 

 

 

“ALLAH ITU MAHA BAIK” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki tujuan utama 

meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal tersebut membuat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan besar sebuah 

bangsa. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggungjawabkan 

oleh segenap pemangku kepentingannya secara konsisten dan sungguh-

sungguh.
1
 Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan utama itu

adalah dengan melakukan pembangunan di seluruh daerah Indonesia guna 

meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Pembangunan adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu 

keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang 

dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu keberlanjutan (continuity) dan perubahan (change), tarikan 

antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.
2

Hingga saat ini, pembangunan di Indonesia belum merata ke seluruh 

wilayah. Salah satu penyebabnya adalah wilayah Indonesia yang sangat luas 

dan beragam. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah menerapkan 

1
 Budiman,Manajemen Pembangunan Wilayah, (Bandung: Fisip UIN SGD PRESS, 

2021), hlm. 1. 
2
 Rauf A. Hatu,  Sosiologi Pembangunan”, (Gorontalo : Interpena, 2013), hlm. 6. 
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asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Asas 

desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan daripusat kepada 

daerah, dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan untuk 

dapat melaksankan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat. Tujuan 

asas desentralisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas 

dalam bentuk pemberian delegasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah di Indonesia terutama dalam hal pembangunan. Asas desentralisasi 

inilah yang nantinya akan melahirkan adanya otonomi daerah bagi setiap 

daerah otonom di Indonesia
3
. 

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indones
4

. Tujuan dari adanya pemberian otonomi adalah untuk 

mengoptimalkan fungsi pemerintah. Menurut Dewey, fungsi pemerintah 

meliputi: a) Pemberian pelayanan; b) Fungsi Pengaturan; c) Fungsi 

pembangunan; d) Fungsi pembangunan; d) Fungsi perwakilan; e) Fungsi 

koordinasi.
5
   

                                                 
3

 Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republic 

Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional  De Jure,”  Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7 : 1 (Juni 

2015), hlm. 66. 
4
 Undang- undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (6). 

5
 Abdul Hamid, “Otonomi Daerah Dan Kualitas Pelayanan Public,” Jurnal academia 

Fisip Untad, Vol. 03 : 01, (Februari 2011), hlm. 537. 
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Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah juga berhak untuk 

membentuk peraturannya sendiri. Bagir Manan menyatakan Perda adalah nama 

peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan kepala daerah 

dengan persetujuan Kepala Daerah. Kewenangan Pemerintah daerah dalam 

membentuk peraturan daerah merupakan satu ciri yang menunjukkan bahwa 

pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom yang 

berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
6
 

Dalam pemerintah daerah kota, Peraturan Derah disebut dengan 

PERWALI (Peraturan Walikota) di mana walikota sebagai pemimpin daerah 

kota berhak untuk membuat kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakatnya. Sebagai upaya meningkatkan dan mempercepat proses 

pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat  di wilayah RT (Rukun 

Tetangga), Kota Blitar sebagai salah satu daerah otonom telah membentuk 

Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga 

Keren Di Kota Blitar. 

Rukun Tetangga merupakan lembaga yang dibentuk melalui 

musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan 

kemasyarakatan yang dietapkan oleh Lurah.
7
 Rukun Tetangga dipimpin oleh 

                                                 
6
 Yusdiyanto “Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan 

Peraturan Lainnya,” Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 : 3 ( September 2012 ) hlm. 3. 
7
 Peraturan Walikoa Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren , Pasal 1 Nomor 

14. 
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Ketua RT yang dipilih oleh warganya dan terdiri atas sejumlah rumah atau KK 

(kepala keluarga).  

Pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga 

Kemasyaraktan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa Rukun Tetangga 

merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia.
8
 

Selanjutnya, Rukun Tetangga diatur lebih lanjut lagi dalam Perwali Blitar 

Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam 

bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga menyebutkan bahwa tugas dan 

fungsi RT dan RW adalah sebagai mitra Lurah dalam penyelenggaraan 

kegiatan pembangunan partisipatif, pelayanan publik dan pemerintahan di 

Kelurahan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
9
 

Rukun tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan organisasi 

paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat, sehingga dapat memahami 

kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. 

Adanya RT/RW diharapkan mampu membantu melaksanakan peranan 

pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat 

di lingkungannya. Tak hanya dalam hal pelayanan, keberadaan RT/RW sangat 

penting sebagai pengkoordinasi antar warga dan sebagai jembatan aspirasi 

antar sesama masyarakat dengan pemerintah daerah guna pembangunan yang 

lebih baik. 

                                                 
8
 Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang 

Lembaga Kemasyaraktan Desa dan Lembaga Adat Desa, pasal 6 ayat (1). 
9
 Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan Dalam Bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga,  Pasal 2. 
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Namun, saat ini kedudukan RT/RW masih dipandang sebelah mata. Hal 

tersebut dikarenakan, fungsi RT/RW masih bersifat tradisional seperti 

pencatatan administrasi kependudukan (pindah/ lahir/mati, KTP/KK, dll) atau 

sebagai agen penjaringan aspirasi semata. Jika dikelola dengan baik 

keberadaan RT/RW bisa jauh lebih strategis dan dapat menjadi alternatif pola 

kelembagaan baru terhadap pelaksanaan otonomi daerah bagi daerah otonom 

sebagai ujung tombak pembangunan.
10

 Untuk mendukung fungsi tersebut, 

maka pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan dana operasional rutin 

bagi RT/RW untuk mengoptimalkan peran RT/RW dalam pembangunan. 

Pembangunan berbasis Rukun Tetangga atau disingkat dengan PBRT 

adalah upaya meraih pembangunan masyarakat. Sehingga, dalam 

pelaksanaannya, pembangunan tidak hanya bertumpu kepada para aparat 

Pemerintah, melainkan juga masyarakat yang menjadi sasaran utamanya. 

Dalam pelaksanaannya, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam 

segala kegiatan PBRT sebagai upaya meraih pembangunan di berbagai bidang. 

Hal ini dimaksudkan supaya tumbuh kesadaran seluruh masyarakat terutama di 

lingkungan RT dalam bidang pembangunan. 

Dalam rangka mendukung program pembangunan berbasis RT, 

pemerintah Kota Blitar telah menciptakan Program RT Keren (Keberagaman, 

Religius, dan Nasionalis)  dengan dasar hukum Peraturan Walikota No. 19 

Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 6 Tahun 

                                                 
10

  Tri Widodo dkk “Pengembangan Kapasitas Rukun Tetangga /Rukun Warga Sebagai 

Organisasi „Akar Rumput‟ Dalam Era Desentralisasi Luas”, PKP2A III LAN Samarinda. hlm, 26. 
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2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar. Program RT 

Keren adalah program unggulan yang menjadi sarana pemerintah kota Blitar 

untuk mendorong percepatan proses pembangunan dan sebagai upaya 

meningkatkan peran serta dan menggunakan potensi masyarakat ditingkat 

kelurahan dalam proses pembangunan daerah dengan fokus sasaran adalah 

lingkungan RT di Kota Blitar.
11

  

Peran masyarakat RT sangat penting dalam program ini. Dalam 

Program ini, Ketua RT bertugas mengusulkan perencanaan kegiatan kepada 

lembaga di atasnya yakni RW, kemudian sinkronisasi usulan oleh Ketua RW 

kepada Lurah, lalu Perencanaan tingkat Kelurahan, kemudian Perencanaan 

tingkat Kecamatan dan terakhir Perencanaan tingkat Kota. Sehingga Ketua RT 

menjadi tahap tahap awal dari proses perencanaan program ini. 

Program ini merupakan program yang dilaksanakan oleh seluruh 651 

RT dan 188 RW. yang tersebar di 21 kelurahan, dan 3 kecamatan. kecamatan 

sukorejo terdapat 186 RT dan 50 RW, kecamatan Sananwetan 251 RT dan 74 

RW, dan di kecamatan Kepanjenkidul 214 RT dan 64 RW.di Kota Blitar 

dengan total anggaran mencapai 31,5 Miliar. Skema pendanaan program RT 

Keren ini dibagi atas 70% pembangunan fisik dan 30%  pembangunan nonfisik 

yang direalisasikan melalui pelatihan-pelatihan serta kegiatan lainnya.  

Adanya program RT keren telah berhasil meningkatkan Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Blitar pada tahun 2022. Menurut data Badan Pusat Statisktik 

Kota Blitar pada 6 Maret 2023, Ekonomi Kota Blitar tahun 2022 tumbuh 
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 Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren , Pasal 4. 
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sebesar 5,22 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 yang 

tumbuh sebesar 4,28 persen.
12

 

Program ini merupakan program baru, sehingga dalam pelaksanaannya 

masih terdapat beberapa probelamatika yang terjadi diantaranya yakni: 

membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan sosialisasi terkait 

program untuk memahamkan masyarakat terkait arah tujuan Program RT 

Keren, bentuk kegiatan yang dilakukan masih monoton sehingga kurang 

beragam dan masih terdapat bentuk kegiatan yang tidak jelas, sehingga tidak 

memiliki dampak bagi masyarakat. Selain itu, usulan masyarakat tidak 

sepenuhnya diterima oleh pelaksana program RT Keren sehingga apa yang 

menjadi permasalahan di masyarakat masih belum terserap dengan baik. 

Jumlah dana yang dianggarkan dianggap kaku dan tidak fleksibel dengan 

kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat dimana presentase anggaran untuk 

pembangunan fisik adalah 75% dan untuk pemberdayaan yakni 25%.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam lagi terkait bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 

Tahun 2023 di Kota Blitar dengan melihat langsung realisasi program RT 

Keren di lapangan untuk melihat sejauhmana keberhasilan program RT Keren 

di Kota Blitar dan apa saja kendala-kendala yang terjadi selama proses 

pelaksanaan program tersebut.  

                                                 
12

  Badan Pusat Statistik Kota Blitar, Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2022 No. 

01/03/3572/Th. VII, Berita Resmi Statistik, (Maret 2023). 
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Berbagai data lapangan yang didapatkan dianalisis secara menyeluruh 

untuk melihat bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 

2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 

Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Blitar  No. 19 Tahun 2023 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2022 

Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar? 

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam Pelaksanaan Peraturan 

Walikota No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Walikota No. 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di 

Kota Blitar? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana 

Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga 

Keren Di Kota Blitar. 
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1. Tujuan penelitian 

a. Untuk menjelaskan implementasi Implementasi Peraturan Walikota No. 

19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 

6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar. 

b. Untuk mengetahui apa kendala dalam Implementasi Peraturan Walikota 

No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 

No. 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota 

Blitar. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi  Ilmu 

Hukum khususnya dalam pelaksanaan kebijakan peraturan. 

b. Manfaat Praktis 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk 

implementasi Program RT Keren di Kota Blitar. 

2. Menjadi pertimbangan dalam menyikapai permasalahan terkait 

pelaksanaan Program RT Keren di tahun berikutnya. 

3. Sebagai informasi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian 

serupa. 

D. Telaah Pustaka  

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian 

penyusun, yaitu sebagai berikut: 
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Pertama, skripsi Mushaf Isnain Perdana “Implementasi Peraturan 

Walikota Kota Bandung No. 281 Tahun 2015 tentang Program Inovasi 

Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2015 (Studi Kasus: 

Kecamatan Penyileukan) membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan 

pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di 

Kecamatan panyileukan sehingga bisa dinyatakan berhasil.
13

 Perbedaan skripsi 

diatas dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada program yang akan 

diteliti yakni Program RT Keren. Fokus penelitian penulis adalah mengenai  

Perwali Kota Blitar. 

Kedua, skripsi Fiqri Fajri “Implementasi Peraturan Walikota Jambi 

Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Penilaian 

Kampung Bersih, Aman, dan Pintar di Kota Jambi. Membahas bagaimana 

Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang 

Petunjuk Teknis Pembinaan Dan Penilaian Kampung Bersih, Aman, Dan 

Pintar Di Kota Jambi.
14

 Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan 

penulis susun terletak pada program yang akan diteliti yakni Program RT 

Keren. Fokus penelitian penulis adalah mengenai  Perwali Kota Blitar. 

Ketiga, skripsi Wiri Siptimun “Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa 

                                                 
13

 Mushaf Isnain Perdana “ Implementasi Peraturan Walikota Kota Bandung No. 281 

Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 

2015 (Studi Kasus : Kecamatan Penyilieukan), skripsi, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 

2017. 
14

 Fiqri Fajri “Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang 

Petunjuk Teknis Pembinaan dan Penilaian Kampung Bersih, Aman, dan Pintar di Kota Jambi, 

skripsi, Universitas Sriwijaya (2022). 
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Dan Lembaga Adat Desa (Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga 

(Rt) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja), membahas tentang Bagaimana 

implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 tentang peran dan fungsi 

kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja 

dan Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap peran dan fungsi kepemimpinan 

Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja.
15

 Perbedaan 

skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada program 

yang akan diteliti yakni Program RT Keren. Fokus penelitian penulis adalah 

mengenai  Perwali Kota Blitar. 

Keempat, Skripsi Muhammad Zacky Abdalla “Implementasi Program 

Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri (Studi Pada RT 03 

RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojoroto dan RT 02 

RW 01 Kelurahan Blabak) membahas tentang implementasi Program 

Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri, dampak/ hasil dari 

Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri dan 

tantangan ke depannya dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 

(PRODAMAS) di Kota Kediri.
16

 Adapun perbedaan skripsi diatas dengan 

skripsi yang akan penulis susun terletak pada objek yang akan diteliti yakni 

terkait Program RT Keren dalam Perwali Nomor 6 Tahun 2022 di Kota Blitar . 

                                                 
15

 Wiri Siptimun “Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 

2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Peran Dan Fungsi 

Kepemimpinan Rukun Tetangga (Rt) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja), skripsi,, Institut 

Islam Negeri Bengkulu (2020). 

 
16

 Muhammas Zacky Abdalla, “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat 

(PRODAMAS) di Kota Kediri (Studi Pada RT 03 RW 02 KelurahanBanjaran, RT 04 RW 02 

Kelurahan Mojoroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak)”, Skripsi,  Universitas Brawijaya 

(2016). 
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Kelima, skripsi Rika Rossana Marlaeni “Pelaksanaan Program 

Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Rukun Tetangga (RT Keren) Dalam 

Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kampung 

Batik Turi Kelurahan Turi RT 03 RW 02 Kota Blitar) membahas tentang 

bagaimana pelaksanaan program masyarakat rukun tetangga (RT Keren) di 

Kampung Batik Turi Kelurahan Turi RT 03 RW 02 Kota Blitar.
17

 Adapun 

perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada 

Pembahasan adalah pembahasan yang akan dieliti dan lokasi penelitian. Fokus 

penelitian dari penulis adalah bagaimana implementasi Perwali Nomor 6 

Tahun 2022 di Kota Blitar. 

Keenam, Jurnal Julius Hermanto dkk “ Implementasi Gerak Desa 

Membangun (GERDEMA ) Melalui Program Unggulan RT Bersih di Desa 

Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi 

Kalimantan Utara”. Membahas tentang Implementasi Gerak Desa Membangun 

(GERDEMA ) Melalui Program Unggulan RT Bersih di Desa Long Loreh 

Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara 

dan faktor penghambat Implementasi Gerak Desa Membangun (GERDEMA) 

Melalui Program Unggulan RT Bersih di Desa Long Loreh Kecamatan 

Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
18

 Adapun 

                                                 
17

 Rika Rossana Marlaeni “Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 

Masyarakat Rukun Tetangga (RT Keren) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

(Studi Kasus di Kampung Batik Turi Kelurahan Turi RT 03 RW 02 Kota Blitar)”, Skripsi , Fakultas 

Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, (2023). 

 
18

 Julius Hermanto dkk “Implementasi Gerak Desa Membangun (GERDEMA ) Melalui 

Program Unggulan RT Bersih di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten 

Malinau Provinsi Kalimantan Utara,” eJornal Ilmu Pemerintahan, Vol. 6 : 4,  (2018). 
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perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis susun terletak pada 

program yang akan diteliti. Fokus penelitian penulis adalah mengenai  Perwali 

Kota Blitar. 

Ketujuh, Skripsi Atit Rahmawati “Peranan Rukun Tetangga (RT)/ 

Rukun Warga (RW) Dalam Mensukseskan Pembangunan Desa (Studi di 

Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang) membahas tentang peran RT/RW 

dalam mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten 

Magelang dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam 

mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten 

Magelang.
19

 Adapun perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis 

susun terletak pada fokus pembahasan dan program yang akan diteliti. Fokus 

pembahasan penulis adalah implementasi dan Perwali Kota Blitar. 

Dilihat dari beberapa telaah pustaka yang telah disajikan diatas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya, terdapat berbagai tulisan yang telah membahas terkait program 

pemerintah daerah dengan sasaran lingkungan RT di beberapa wilayah di 

Indonesia. Namun, sejauh pengetahuan penulis, belum ada yang membahas 

secara lengkap tentang Implementasi Peraturan Walikota Tentang Program 

Rukun Tetangga (RT) Keren di Kota Blitar. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Negara Hukum 

                                                 
19

 Atit Rahmawati “Peranan Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) Dalam 

Mensukseskan Pembangunan Desa (Studi di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang), Skripsi,  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Magelang (2021). 
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Negara hukum adalah negara yang terdiri di atas hukum yang 

menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat 

bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negaranya. Demikian juga 

peraturan hukum yang sebenarnya ada jika peraturan itu mencerminkan 

keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. 

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila bertujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata, 

baik itu dalam materiil maupun spiritual. Negara Indonesia tidak hanya 

bertugas memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas 

daripada itu. Negara berkewajiban turut serta dalam hampir semua sektor 

kehidupan dan penghidupan masyarakat. Konsep negara hukum yang 

diadopsi oleh negara hukum Pancasila (Indonesia) adalah negara 

kesejahteraan (welfare state). 

Ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut: 

a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung 

persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan 

kebudayaan. 

b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh 

sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga. 

c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. 

2. Teori Otonomi 

Desentralisasi adalah suatu sistem politik dalam bentuk negara 

kesatuan yang memberikan sebagian urusan pemerintahan kepada 
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pemerintah lokal/ daerah sebagai urusan rumah tangga seniri. Dari sudut 

ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi ialah pelimpahan 

kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah 

tangganya sendiri. 

Rondinelli den Cheema mendefinisakan desentralisasi sebagai 

peralihan kewenangan perencanaan, pengambilan keputusan, dan 

administrasi dari pemerintah pusat ke organisasi atau satuan administrasi 

daerah, Lembaga-lembaga semi otonom dan antar daerah, pemerintah 

daerah atau Lembaga-lembaga swadaya masyarakat. 

Desentralisasi sebagai sistem ketatanegaraan memiliki kriteria-

kriteria sebagai tolak ukur desentralisasi yakni:
20

 

a. Memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan politik; 

b. Meningkatkan efektifitas administrasi/pemerintahan; 

c. Meningkatkan efisiensi ekonomi dan manajerial; 

d. Meningkatkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan dan 

tuntutan-tuntutan yang berbeda‟ 

e. Memperbesar kepercayaan diri (kemandirian) diantara kelompok-

kelompok dan organisasi-organisasi daerah yang mewakili kepentingan-

kepentingan politik yang sah; dan 

f. Mengembangkan cara-craa yang tepat untuk merencanakan dan 

menjalankan program-program dan proyek-proyek pembangunan daerah. 
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 Sri Kusriyah “Politik Hukum Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perpektif 

Kesatuan Republic Indonesia” (Semarang : Unissula Press, 2019), hlm. 19. 
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Menurut Bagir Manan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian 

satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian 

urusan pemerintahan. Pemahaman lain dikemukakan oleh Ateng Syafruddin 

yang memandang bahwa otonomi itu mengandung arti jumlah atau esarnya 

tugas, kewajiban, hak dan wewenang serta tanggung jawab urusan-urusan 

pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah otonomi untuk mewujudkan apa-apa yang menjadi tugas, hak, dan 

wewenang serta tanggung jawanya memperhatikan, mengurus dan mengatur 

rumah tangga daerah sendiri. 

Menurut Suwardi, filosofi dari otonomi daerah antara lain: 

a. Eksistensi pemerintah daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan 

secara demokratis. 

b. Setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu 

menciptakan kesejahteraan dan demokrasi. 

c. Kesejahteraan dicapai melalui pelayanan public. 

d. Pelayanan publik dapat bersifst pelayanan dasar maupun bersifat 

pengembangan sector unggulan. 

Agar daerah dapat menjadi daerah otonom yang dapat menjalankan 

otonomi dengan baik, menurut Yosef Riwu Kaho harus diperhatikan 

beberapa faktor:
21

 

a. Manusia pelaksananya harus baik, 
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 Sri Kusriyah “Politik Hukum Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perpektif 

Kesatuan Republik Indonesia” (Semarang : Unissula Press, 2019), hlm. 28. 
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b. Keuangan harus cukup, 

c. Peralatan harus cukup baik, 

d. Organisasi dan managemen harus baik. 

3. Teori implementasi kebijakan 

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan 

publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. 

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-

keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu 

tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai 

perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan 

kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
22

 

Salah satu tokoh terkenal yang karyanya sering dikutip oleh peneliti 

dan pemerhati implementasi di Indonesia adalah model implementasi 

kebijakan George C. Edward III, dalam “Implementing Public Policy”, 1980. 

Menurut Edwards implementasi diartikan sebagai tahap dalam proses 

kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan 

dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan. Edwards 

mengemukakan empat faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan implementasi. Keempat variable tersebut yaitu komunikasi, 

sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.
23
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 Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, ( Solo: UNISRI Press, 

2020) , hlm 3. 
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 Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: Pustaka Setia, 2014) , hlm 257. 
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a. Komunikasi 

Tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan 

publik, yaitu : 

a) Transmisi 

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan 

pada pejabat yang akan melaksanakannya. 

b) Kejelasan (Clarity) 

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah 

kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan 

sebagaimana yang telah diputuskan. 

c) Konsistensi 

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang 

jelas, juga yang konsisten.  

b. Sumber Daya 

 Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut 

Edwards III, yaitu sebagai berikut: 

a) Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang 

dibutuhkan 

b) Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan 

data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan. 

c) Kewenangan. Artinya kewenangan yang dibutuhkan bagi 

implementator sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang 

harus dilakukan.  
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d) Fasilitas, fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan 

implementasi kebijakan oleh para implementator. Tanpa fasilitas 

fisik yang memadai, implementasi tidak akan efektif. 

c. Disposisi 

 Ada tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan 

aparat pelaksana untuk melaksankan kebijakan, antara lain sebagai 

berikut : 

1) Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap 

kebijakan.  

2) Arahan dan tanggapan pelaksanaan. 

3) Intensitas respons atau tanggapan pelaksana 

d. Struktur Birokrasi 

 Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk 

mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Srtruktur birokrasi 

menekankan perlu adanya Standart Operating Procedur (SOP) yang 

mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana dan pelaksanaan 

program melibatkan lebih dari satu institusi. 

F. Metode Penelitian 

 Dalam menganalisa data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode 

yang relevan dan mendukung penelitian ini. Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  
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Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (Field Research) 

penelitian ini dilakukan di lapangan dalam arti dapat berupa wilayah 

tertentu (desa, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya). Dalam penelitian 

sosial, penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan 

dengan melihat gejala-gejala sosial atau fakta-fakta sosial di masyarakat 

yang dikaitkan dengan suatu teori yang berhubungan dengan gejala atau 

fakta tersebut.
24

 Dalam penelitian ini, data ataupun informasi bersumber 

dari pemerintah, baik itu pihak Pemerintah Kota Blitar, Tim Pelaksana 

Program RT Keren, perwakilan program Ketua RT di tiga kecamatan, serta 

masyarakat di lingkugan RT di Kota Blitar. 

2. Sifat Penelitian.  

Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi 

daerah tertentu.
25

  

Sementara itu, data yang diperoleh adalah data dengan metode 

pengumpulan kualitatif.  Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan deksripstif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat 

diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Penelitian kualitatif bersifat 

induktif yang dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke 

lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara 

                                                 
24

 Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, (Medan: CV Manhaji, 2016), hlm. 

51. 
25

 Suryana, Metodologi Penelitian Model Prakatis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 

(Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm 14. 
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alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik 

kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.
26

 

Penelitian ini berisi analisis dan berisi deskripsi terkait 

implementasi Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2022 Tentang Program 

Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar. 

3. Teknik pengumpulan data  

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penyusun menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan melalui beberapa tahap, yaitu: 

a. Wawancara yakni teknik pengumpulan data melalui pengajuan 

sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. 

Wawancara ditujukan kepada pihak Pemerintah Kota Blitar dalam hal 

ini adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Blitar, Tim 

Kelompok Masyarakat Pelaksana Program RT Keren, Tim Pendamping 

Program RT Keren, perwakilan Ketua RT di tiga kecamatan, serta 

masyarakat di lingkugan RT di Kota Blitar. 

b. Observasi yakni cara-cara mengadakan mengadakan pencatatan secara 

sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati 

tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. 

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Kantor Kepala Bagian Tata 

Pemerintah dan kepada Ketua RT untuk mengumpulkan informasi dan 

data yang akan diteliti. 

                                                 
26

 Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, (Medan: CV Manhaji, 2016), hlm. 93. 
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c. Dokumentasi yakni teknik pengumpulan data penelitian melalui 

sejumlah dokumen yakni informasi yang didokumentasikan. Dalam 

penelitian ini, penyusun menggunakan data seperti catatan, foto,  

rekaman, maupun bentuk dokumentasi lainnya untuk memudahkan 

dalam proses penelitian. 

Terkait jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat 

data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber 

data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam 

penelitian ini, data yang diperoleh mealalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua 

atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder 

adalah buku-buku literatur, data yang berupa dokumen, jurnal, dan 

peraturan perundang-undangan terkait pembahasan Implementasi 

Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun 

Tetangga Keren Di Kota Blitar. 

4. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis berarti penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 
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bahan pustaka dengan melakukan analisis terhadap perundang-undangan 

dan literature-literatur dari permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan 

empiris  berarti penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi 

yang ada di lapangan secara apa adanya tanpa dibuat-buat. 

5. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang 

mengacu pada data kualitas objek peneltian, yaitu ukuran data berupa 

nonangka yang merupakan satuan kualitas, atau juga berupa serangkaina 

informasi verbal dan non-verbal yang disampaikan informan kepada 

peneliti untuk menjelaskan perilaku atau peristiwa yang sedang menjadi 

fokus perhatian. 

Penelitian kualitatif bersifat deskripstif artinya data yang dianalisis 

dari gejala-gejala yang diamati, yang tidak harus selalu berbentuk angka 

atau koefesian antar variable.  

G. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini teratah dan tersusun secara sistematis terhadap 

persoalan yang akan dikaji, maka dalam pembahasan skripsi ini penyusun 

akan membagi pembahasan ke dalam lima bab. Sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

Bab pertama, yakni dengan pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2023 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2022 

Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di Kota Blitar, rumusan masalah 
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dalam penelitian, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode yang dgunakan dalam penelitian, dan yang terakhir sistematika 

pembahasan tentang struktur pembahasan yang akan disusun oleh 

penyusun dalam melakukan penelitian. 

Bab Kedua, memaparkan penjelasan mengenai teori negara 

hukum, , teori otonomi, dan implementasi kebijakan publik guna 

menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi. 

Bab ketiga, berisi tentang gambaran secara umum kondisi lokasi 

objek penelitian yaitu Kota Blitar, penjelasan terkait Perwali Nomor 19 

Tahun 2023 tentang perubahan kedua peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 

2022 Tentang Program RT Keren dan penjabaran terkait program RT 

Keren. 

Bab keempat, berisi tentang analisis terkait implementasi Perwali 

Nomor 19 Tahun 2023 tentang perubahan kedua peraturan Walikota 

Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren dan  faktor-faktor yang 

menjadi penghambat dan pendukung dalam Implementasi Peraturan 

Walikota No. 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Walikota No. 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren Di 

Kota Blitar .  

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran-saran dari hasil peneltian.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang penyusun dapatkan dalam penelitian implementasi 

Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren di Kota 

Blitar yaitu sebagai berikut: 

1. Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang

Peruahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program 

RT Keren Di Kota Blitar telah terealisasi dengan sangat baik. Berdasarkan 

teori otonomi dan  teori implementasi kebijakan George C. Edward III 

menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 

Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 

Tahun 2022 Tentang Program RT Keren Di Kota Blitar telah berjalan 

dengan baik. Hal tersebut ditinjau dari terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat, komunikasi yang terjalin dengan baik antar pelaksana, aturan 

yang jelas, sumber daya yang berkompeten dan memiliki kemampuan, 

disposisi yang yang positif, struktur birokrasi yang sesuai dengan SOP dan 

pelaksanaan fragmentasi, adanya kepentingan bersama, manfaat yang dapat 

dirasakan oleh masyarakat, derajat perubahan yang signifikan, pelaksana 

yang taat pada peraturan. 

2. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19

Tahun 2023 Tentang Program RT Keren adalah: membutuhkan waktu yang 
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cukup lama untuk mensosialisasikan program, adanya pembaruan terkait 

dasar hukum sehingga memerlukan waktu untuk mensosialisasikan kembali, 

terdapat beberapa kegiatan yang tidak jelas dan kurang beragam sehingga 

tidak dapat optimal, Faktor Pendukung dalam Peraturan Walikota Nomor 19 

Tahun 2023 Tentang Program RT Keren adalah: Pemerintah sering 

mengadakan review rencana kegiatan dan mengadakan bimbingan teknologi 

bagi tenaga pendamping RT Keren dan seluruh pelaksana Program RT 

Keren, terdapat ajang penghargaan sebagai apresiasi bagi para pelaksana 

Program RT Keren terbaik. 

B.   Saran-Saran 

Penyusun memiliki beberapa saran terkait implementasi Peraturan 

Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perbuahan Kedua Peraturan 

Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT Keren Di Kota Blitar di 

tahun berikutnya, sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Blitar 

Pemerintah harus selalu melakukan pendampingan selama 

pelaksanaan kegiatan apa saja yang difokuskan, agar kegiatan-kegiatan 

dapat jelas sehingga dapat menunjang atau mencapai apa yang telah 

menjadi visi-misi yang telah diusung oleh walikota. Selain itu, perlu ada 

pembinaan lanjutan dari dinas-dinas terkait agar kegiatan pelatihan tidak 

berhenti setelah kegiatan selesai namun dapat tindak lanjutnya. 

Pemerintah harus lebih gencar memberikan arahan dan motivasi 

kepada setiap pelaksana program agar kegiatan dapat lebih kreatif dan 
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inovatif meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tim pendamping RT 

Keren sehinggadampak dari program dapat benar-benar dirasakan oleh 

masyarakat di lingkungan RT. Selain itu, juga perlu pengawasan yang leih 

ketat agar pelaksana program tidak melakukan penyelewengan. 

2. Pelaksana program  

Pelaksana program harus selalu menjaga komunikasi dan 

kekompakan agar saat program berjalan tidak ada atau kesalahfahaman 

akibat kurangnya komunikasi yang dapat mengakibatkan program dapat 

terhambat. Selain itu, antar pelaksana program harus sering mengadakan 

diskusi dan musyawarah untuk saling bertukar informasi dan 

menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program. 

3. Masyarakat  

Masyarakat harus berpartisipasi dalam kegiatan program, baik itu 

dari perecanaan dan pelaksanaan program karena masyarakat lah yang 

akan merasakan dampak program secara langsung. Bentuk kegiatan harus 

benar-benar program yang dibutuhkan partisipasi masyarakat dioptimalkan 

sesuai kondiisi wilayah RT tersebut agar dampak dari kegiatan yang 

dijalankan dapat membawa dampak bagi pemberdayaan masyarakat. 

Terkait presentase anggaran dalam program RT Keren sebaiknya 

menyesuaikan situasi dan kondisi di setiap RT sehingga presentase tidak 

harus 30% untuk pembangunan non-fisik dan 70% pembangunan fisik 

namun dapat berubah sesuai kondisi masyarakat di RT tersebut.  
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4. Program RT Keren telah terbukti sangat memuaskan masyarakat Kota 

Blitar dan mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak di Kota Blitar 

terutama dari masyarakat. Sehingga untuk kota-kota lain di Indonesia bisa 

diberikan program yang serupa dari pemerintah Indonesia untuk 

membantu pemberdayaan dan pembangunan di lingkungan RT-RW. 
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